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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Dari uraian diatas di atas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan 

wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka 

sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini penulis kemukakan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis 

penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama 

yang mengatur tentang Tarif ketika melaksanakan pernikahan di luar 

Kantor Urusan Agama (KUA) atau di jam kerja dengan tarif 

Rp600.000,00 dan melaksankan pernikahan di dalam KUA dengan tarif 

Rp0.00 atau Gratis. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 

2014 ini berjalan tidak sesuai harapan yang di inginkan oleh pihak 

pemerintah setempat terutama pada pihak KUA Kecamatan Asparaga 

karena ketika melaksanakan akad nikah di dalam KUA tetap 

mengeluarkan biaya dan masyarakat juga lebih mempertahankan adat 

dalam pelaksanaan akad nikah sehingganya pelaksanaan akad nikah Di 

Kecamatan Asparaga lebih banyak dilaksanakan di luar KUA atau di 

rumah dengan membayar tarif Rp600.000,00 dengan berapapun tarif 

yang akan dibayarkan, masyarakat tetap ingin melaksanakan akad nikah 

di rumah atau di luar KUA.  
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pelaksanaan akad nikah di 

KUA Kecamatan Asparaga Kabupaten Goronntalo Adalah: 

a. Faktor Internal 

1. Keluarga 

2. Adat 

b. Faktor Eksternal 

1. Ekonomi 

2. Lingkungan 

3. Partisipasi Masyarakat 

5.2.Saran  

Saran yang dapat penulis berikan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah setempat khususnya pihak KUA lebih memberikan pemahaman 

kepada masyarakat bahwa pelaksanaaan PP No 48 Tahun 2014 tarif biaya 

nikah yang dijelaskan dalam PP tersebut yang melaksanakan akad nikah di 

dalam KUA tidak dikenakan biaya Rp 0,00 (gratis). 

2. Memberikan pelayanan akad nikah khusunya dalam proses akad nikah yang 

di lakukan di KUA terlihat sangat singkat dan terkesan tergesa-gesa apalagi 

jika dalam sehari ada pasangan yang harus di nikahkan berjumlah 2-3 

pasangan. Dan perlengkapan akad nikah di KUA kurang memadai. 

Menjadikan KUA tempat pelayanan masyarakat dalam hal keagamaan, di 

antaranya adalah pernikahan dan merubah KUA ke arah yang lebih baik dan 

menglingakan anggapan masyarakat tengtang adanya gratifikasi dalam 
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pelaksanaan akad nikah di KUA. Serta memberikan pemahaman kepada 

masyarakat bahwa pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan di KUA 

dengan tidak menghilangkan salah satu adat dari Gorontalo dalam prosesi 

akad nikah. 
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